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PERATURAN DAERAH 
KABUPATEN HALMAHERA UTARA . . 

NOMOR: 01 TAHUN 2013 

TENTANG 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
TAHUN ANGGARAN 2013 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI HALMAHERA UTARA 

bahwa memenuhi ketntuan Pasal 185 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tent g 
Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tent 
Penetapan Peraturan Pemeritah pengganti Undang·Undang Nomor 3 Tahun 2005 tent ing 
Perubahan Undang - Undng Nomor 32 Iatun 2004. Tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang - 
undang, Dewan Perwait an Fayat Deerah (DP; tesama Bupati Helmahera Utara tlah 
menyempurnakan Feraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Bel nja Daerah (AD) 
Tahun Anggaran 2013 sesuai dengan Peraturan Gubernur Maluku Utara Nomor ' 126/KPTS/MU/2013 
tentang Evaluasi Peraturan Daereh tcntang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2013 dan Pe:aturan Bupati Halmahera Utara Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Tahun Angyarar 2013, 

b. bahwa Penyempurnaan sebagaimar.a dimaksud pada hurul a, dilakukan agar Peraturan Dacrah 
Tentang AP8D Tahun Anggaran 2013 tidak bertentangan dengan Kepentingan Umum dan Peraturan 
perundang-uhdangan yang lebih tinggi, 

c. bahwa berdasarkan perimbangar sebegaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 
ditetapkan Peraturen Daerah tentang APBD Kabupaten Halmahera Utara Tahun Anggarn 2013; 

Mengingat 1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Buri dan Bangunan (Lembaran Negara 
Tahun 1985 sebagaimena telah diubah de.gan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran 
Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569) 

Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran 
Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomolr 3685) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-undang Noor 24 Tahun 2000 (Lemnbaran Negara Tahun 2000 Nomor 246 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048); 

Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Ferolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 
(Lembaran Negara Tahun 1007 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688); 

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komnisi Pemeberantas Tindak Pidana Korupsi Ne@ara 
yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Ko'usi dan Neopotisme (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 
135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4250), 

Jndang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tenteng Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten 
rlaimahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tilore 
Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 21 Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4264); 

Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286); 

Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Ferbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 
2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355); 
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Undang - Undang Nomor 10 Tahun zOO4 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) 

9 Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung)awb 
Kauangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
4400); 

10 Undang-undang Nomor 32 Tahun zOC tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 
2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Ncmor 4437) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-undang Nomor 8 Tanun 2005 tetang Peretapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang 
undang Nomor 3 Tahun 2005 tentarg Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintah Daerah menjadi Undang undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No1nor 4548); 

11 Undang-undang Nomo 33 Tahun 2004 tentang Perimbamgan Keuangan antara Pemerintah Pusat 
den Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4430) 

' 

Memperhatika: 
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Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan 
dan Anggota Dewan Perwakilan Pakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90, 
Tembahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Tehun 2007 Nomor 47, Tembahan Lembaran 
Negara Nomor 4 712) 

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun z05 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 
(Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48. Tembanan Lembaran Negara Nomor 4502),' 

Peraturan Pemerintah Noor 24 Tanun 2065 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran 
Negara Tahun 2005 Nomor 49, Tembahan Lembaran Negara Nomor 4503), 

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerdh (Lembaran Negara Tahun 
2005 Nomor 136, Ternbahan Lerabaran Negara Nomor 4574), 

Peraturan Peterintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 
2005 Nomor 17, Tembahan Lembaran Negara Nomnor 4575); 

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 {entang Sistom Informasi Keuangan Daerah (Lembaran 
Negara Tahun 2005 Nomo: 138, Tembaban '.embaran Negara Nomor 4576) 

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hiba (Lembaran Negara Tahun 2005 Nom»or 
139, Tembahan Lembaran Negara Nomo 4577); 

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tembahan Lembaran Negara Nomor 4578), 

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 20C5 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standat 
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150, Tembahan Lembaran Negara Nomor 
4585); 

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tehun 2005 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi 
Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tembahan Lembaran Negara Nom0r 4614) 

Poraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, 

Keputusan DPRD Kabupaten Halmahera Utara Nomor : 01/KPTS/DPRD-HALUT/2013, Tanggal 15 
Januari 2013, tentang Persetujuan Pengesahan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan 
Dan Belanja Daerah KabupatenHalmaher Utara Tahun 2013 

12 Peraturan Pemerintsh Nomor 20 Tahun 2004 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas 
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4090); 

13 Perauuran Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 
Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138) 

14 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 201 tenteng retribusi Daerah (Lembaran Negara Tanun 
2001 Nomor 119, Tembahan Lembaran Negara Nomor 4139) 
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DEWAN PEWAKILAN RAKYAT DAERAH 

KABUPATFN HALMAHEA UTARA 
9AN 

SUPATI HALMAHERA UTARA 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN HAL.MAHERA UTARA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN 
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013 

Pasal1 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 berjumtan 

1 Pendapatan Rp 644.889.695.543 
2 Belan]a Rp 646189444 005 

Surplus /(Defisit) Rp (1299.748.462) 
3 Pembiayaan 

a Penerimaan 
b Pengeluaran 

Pemblayaan Netto 
Sisa Lebih Pembiayaan Tahun Berkenaan 

Rp 2471.419.100 
Rp 51.041.994.222 

Rp (48.570.575.122) 
Rp (49 870.323.584) 

Pasal 2 
1 Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari 

a Pendapatan asli daerah Rp 126.422 969.200 
b Dana perimbangan Rp 490.221 021.000 
c Lain -Lain pendapatan daerah yang sah Rp 28.245.705.343 

2 Pendapatan asli dcerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdir dari jenis pendapatan 
a Pajak Daerah Rp 4 840.000.000 
b RetribusiDaerah Rp 1757 5£32, 
c Lain - lain pendapatan asli daerah yang sah Rp 109.325 000 0)00 

3 Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurut b teran da jenis pendapatan 
a Dana Bagi Hasil Pp 55.807.000.000 
b Dana Alokasi Urum Pp 306.797 961.000 
c Dana Alokasi Khusus Rp 07.616.060.000 

4Lain -- lain pendapatan daerah yang sah cebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan : 
Pp 9104.923.343 
Rp 

Rp 13.743.782.000 c Dana Tun/angan Profesi Guru 

a Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi \ 
b Dana Penyesuaian dan otonomi tusus 

d Dana Tambahan Penghasilan Guru Rp 5.397 000.000 

Pasal 3 

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 teriri dari 

a Belanja Belanja Tidak Langsung Rp 241,474.888.476 
b Belanja Belanja Langsung Rp 404.714.555.529 

. I 

2 Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja: 
a Belanja Pegawai mp 206.316.017.876 

b Belanja Subsidi Rp 2CO.000.000 

C Belanja Hibah Rp 25.557.070.600 
d Belanja Bantuan Sosial «p 6.051.000 000 
e Belanja Bantuan keuargan Rp 1.£50.000.000 

Belanja tidak terduga Rp 1.500.000.000 

3 Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ayat huruf b terdini dari jenis belanja: 
a Belanja Pegawai RE 31.542.281.750 

b Belanja belanja barang dan jasa 

c Belanja modal 

Rp 174.953.794.539 

Rp 198.218 479.240 



Pasal 4 

1 Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari: 
a Penerimaan R, 2471,419.100 

b Pengeluaran p 51.041.994 222 

2 Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan 

a SILPA tahun anggaran sebelumnya sejumlah Rp 

3 Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hur b terditi dai jenis pembiayaan 
a Pembayaran utang ke Pihak Ketiga Rp 46.041.994.222 
b Penyertaan Modalke BPD RE 5.000.000.000 

Pasai 5 
Uralan leblh lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 1, tercantum dals 
mpiran yang merupekan baglun yang tidak terpisahkan dari Poraturan Daerah ini, terdiri dari: 

1 Lampiranl Ringkasan Penlabaran APBD; 
2 Lampiran Il Ringkasan Pen]abaran APBD manurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD; 
3 Lampiran Ill Pen]abaran APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Beland 

Program dan kegiatan se:ta pembiayanan yang dirinci menurut kelompok, Jonis Obyek dan Rinciw 
obyek 

4 Lampiran IV 

5Lampiran V 

6Lzmpiran V 
7 Lampiran VII 
8 Lampiran VIII 

.9 Lampiran IX 

10 Lampiran X 
11 Lampiran Xl 

12 Lampiran XII 
13 Lampiran XIII 

Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah Organisasi Program dan Kegiatan 

Rekapitulasi Belanja Daerah untuk kesclcrasan dan keterpaduan urusan Pemerintah Daerah «d. 
fungsi dalam kerangka pengelclaen Keuangan Daerat 
Daftar jumlah Pegawai pergolongan dan perjabatan 
Dattar Piutang Daerch 
Daftar penyentaan Modal (Inv stasi) Daerzh 
Daftar perkiraan penambahan dan Pengurangan asset tetap daerah 

Daftar Perkiraan penambahan dan pengurangan aset lainnya 
Daftar kegiatan - kegiatanTahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan 
Dianggaran kembali delam tahun anggaran ini 
Daftar Dana Cadangan Daerah 
Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah 

Pasal 6 
Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Angaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai Landasan Operasional 
Pelaksanaan APED 

Pasal 7 
Peraturan Daerah ini mulal berlaku pada tanggal diundangkan 
Agar setiap orang mengetehuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam 
embaran Daerah. 

Dlundangkan di Tobelo 
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